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Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh begitu banyaknya permasalahan hukum yang
dihadapi guru, utamanya di Jawa Tengah memunculkan pemikiran perlunya pemetaan atas
tipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalam
organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ). Penelitian ini merupakan studi
dokumentasi atas permasalahan-permalahan hukum yang dihadapi anggota PGRI Provinsi
Jawa Tengah yang mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRI
Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2007-2011. Manfaat penelitian ini adalah dapat
memetakan permasalahn hukum yang dihadapi oleh guru yang dapat menjadi bahan bagi
LKBH PGRI didalam rangka merumuskan kerangka Kkerja atau program kerja yang
berbasis kebutuhan anggota PGRI Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan jumlah
dan daerah asal guru yang memiliki permasalahan hukum yang mendapatkan konsultasi dan
bantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu antara tahun
2007-2011 (4 tahun ) terdapat 56 kasus hukum. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di
Provinsi Jawa Tengah sebanyak 21 (60%) Kabupaten/Kota terdapat guru-guru yang
memiliki permasalahan hukum. Terdapat 5 besar Kabupaten /Kota yang memiliki jumlah
kasus hukum yaitu Kota Semarang (9 kasus/ 16%), Kabupaten Demak (5 kasus/8,9%),
Kabupaten Kebumen (5 kasus/ 8,9%), Kabupaten Purworejo ( 5 kasus / 8,9 %), dan
Kabupaten Semarang (5 kasus / 8,9% ). Berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yang
dihadapi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Jenis permasalahan
hukum meliputi permaslaahan hukum Perdata 17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukum
pidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%). Terdapat 6 kelompok permasalahan perdata
yang dihadapi meliputi gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7
kasus); Hutang Piutang ( 1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain -
Pencemaran Nama Baik ( 2 kasus) . Terdapat 11 kelompok permasalahan pidana yang
dihadapi, meliputi KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA ( 1
kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum ( 4 kasus); Penipuan ( 1 kasus);Penggelapan ( 3
kasus);UUPA ( 7 kasus);Penganiayaan ( 10 kasus); Tindak Pidana Korupsi ( 7 kasus).

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kasus-kasus
atau permasalahan hukum yang dihadapi guru menunjukkan beberapa kemungkinan analisis
lebih lanjut bahwa upaya sosialisasi dan penyadaran hukum harus selalu menjadi prioritas
kebijakan organisasi sehingga kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum yang
melibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat semkain ditekan
jumlahnya.
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A. Pendahuluan

Persoalan hukum dewasa ini
banya dialami oleh kebanyakan
masyarakat . Hal ini tak terkecuali
juga dialami oleh kalangan guru atau
pendidik. Salah satu hal yang melatar
belakangi kasus-kasus pelenggaran
hukum ini diantaranya adalah banyak
produk-produk hukum yang selama
ini tidak diketahui oleh masyarakat
dan termasuk guru didalamnya. Pada
sisi yang lain sosialisasi atas sebuah
undang-undang jarang yang sampai
di kalangan masyarakat.

Guru adalah salah satu
profesi yang saat ini rawan
menghadapi masalah hukum terkait
muncul produk-produk hukum yaitu
undang-undang yang bersinggungan
dengan profesi guru. Salah satunya
adalah Undang-Undang
Perlindungan Anak, yang didalmnya
memuat sejumlah pasal yang
berpotensi memunculkan tindakan
melanggar hukum selama guru
menjalankan tugasnya. Selain itu
permasalahn yang mungkin muncul
tentu saja sangat beragam, mulai dari
kasus pidana umum dan khusus,
perdata, disiplin pegawai, dan
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banyak lagi yang lain. Begitu
banyaknya  permasalahan  yang
dihadapi guru, utamanya di Jawa
Tengah memunculkan  pemikit

perlunya pemetaan atas tipe-tipe
permasalahan hukum yang dihadapi
oleh guru-guru yang tergabung
dalam organisasi Persatuan Guru
Republik Indonesia ( PGRI ).
Pemetaan atas tipologi permasalahan
hukum yang dihadapi oleh guru-guru
ini dapat menjadi landasan strategis
bagi lembaga konsultasi dan bantuan
hukum vyang dimilki oleh PGRI

Provinsi Jawa Tengah untuk
merumuskan langah-langkah penting
sebagai upaya pencegahan

munculnay pelanggaran hukum yang
lebih banyak lagi bagi anggota-
anggotanya.

Berdasarkan latar belakang
tersebut, penelitian ini dirasakan
penting untuk dapat menghasilkan
pemetaan yang jelas menegnai
tipologi permasalahan hukum yang
dihadapi oleh guru-guru yang
tergabung dalam organisasi PGRI
Provinsi Jawa Tengah. Untuk
memberikan pemetaan yang jelas
tersebut maka  penelitian ini
mengambil judul “Tipologi
Permasalahan Hukum yang Dihadapi
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Guru Anggota PGRI di Jawa
Tengah”.

Tujuan umum dari penelitian ini
adalah untuk dapat mengetahui
tipe-tipe permasalahan hukum yang
dihadapai oleh guru-guru anggota
PGRI Provinsi Jawa tengah. Tujuan
khusus dari penelitian ini adalah
untuk memetakan dan menganalisi
permasalahan hukum yang dihadapi
oleh guru-guru anggota PGRI
Provinsi Jawa Tengah secara
komprehensif  dan  menemukan
intervensi-intervensi  lanjutan  apa
saja yang perlu dilakukan oleh PGRI
Provinsi Jawa Tengah dalam
kebijakan organisasinya.

Penelitian ini  diharapkan
dapat bermanfaat untuk mengetahui
tipologi permasalahan hukum yang
dihadapi oleh guru-guru anggota
PGRI di Provinsi Jawa Tengah
sehingga pemetaan  permasalahan
hukum yang dihadapi oleh guru
dapat menjadi bahan bagi LKBH
PGRI didalam rangka merumuskan
kerangka kerj atau program kerja
yang berbasis kebutuhan anggota
PGRI Jawa Tengah, menjadikan
bahan masukan yang positif bagi
Pengurus PGRI Propinsi Jawa
Tengah dalam merumuskan program
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kerja dan optimalisasi peran PGRI
bagi anggota-anggotanya.

1. Masalah Pidana

Tindak pidana merupakan salah
satu bentuk reaksi tindakan yang
melanggar prinsip  hukum, dan
menjadi  salah satu obyek studi
kriminologi.

Sedangkan menurut Bassiouni
(1978:82) pidana pada umumnya
terwujud dalam kepentingan -
kepentingan sosial yang mendukung
nilai — nilai tertentu yang perlu
dilindungi, yaitu antara lain :

(1). Pemeliharaan tertib masyarakat.

(2). Perlindungan warga masyarakat
dari kejahatan kerugian atau
bahaya — bahaya yang tak dapat
dibenarkan, yang dilakukan oleh
orang lain.

(3). Memasyarakatkan kembali

(resosialisasi) para pelanggar

hukum.

(4). Memelihara atau
mempertahankan integritas
pandangan — pandangan dasar
tertentu  mengenai  keadilan

sosial, masyarakat kemanusiaan
dan keadilan individu

2. Masalah Perdata
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Dalam semua aktifitas
kehidupan bersosial dan
bermasyarakat dapat  dipastikan

setiap orang cenderung berpotensi
mempunyai permasalahan hukum,
yaitu permasalahan hukum yang
melibatkan orang lain ataupun
keluarga (personen - en
familierccht). ~ Menurut  hukum
perdata, tiap-tiap orang berwenang
atau  berhak atau cakap untuk
bertindak (rechtsbevoeqd). Namun
begitu tidaklah tiap-tiap manusia itu
bebas untuk bertindak atau atau
berwenang untuk bertindak sesuai
keinginannya sendiri meskipun
kecakapan bertindak menjadi asumsi

dasar untuk melakukan
pengkategorian ~ subjek  hukum
(handelingsbevoeqd atau
handelingsbekwaam). Kecakapan

untuk bertindak ini terpengaruh
benar oleh berbagai faktor, salah
satunya usia (leeftijd) (Soetoyo
Prawirohamidjojo. R, 1982: 21).

Sebagai bagian dari masalah
perdata, perkawinan  merupakan
masalah  hukum vyang banyak
ditemukan dalam kehidupan sosial
manusia. Dalam UU RI No 01 Tahun
1974 ini juga dijelaskan perihal
putusnya perkawinan didasarkan
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karena kematian, perceraian, dan
putusan Pengadilan. Selain itu
undang-undang ini juga mengatur
tentang  harta  benda  dalam
perkawinan, yang didefinisikan
sebagai harta benda yang diperoleh
selama perkawinan yang menjadi
harta bersama. Sedangkan harta
bawaan ialah harta dari masing-
masing suami istri dan harta benda
yang diperoleh  masing-masing
sebagai hadiah atau  warisan,
dibawah penguasaan masing-masing
sepanjang  para  pihak  tidak
menentukan lain.

3. Masalah Perlindungan Anak
Masalah hukum vyang juga
banyak terjadi lainnya adalah
pelanggaran atas hak-hak anak.
Undang-undang yang memberikan
perlindungan hukum secara khsuus
bagi anak-anak dijumpai dalam UU
Perlindungan Anak No 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.
Anak mendapatkan posisi penting
yang perlu mendapatkan
perlindungan, diman anak dipahami
salah satunya sebagai generasi muda,
yang peran  sertanya  sangat
diharapkan dalam kelanjutan
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perbangunan bangsa dan negara(UU
RINO 1 Th 2002).

Bertitik tolak dari eksistensi
anak yang demikian tersebut dalam
Undang-Undang Perlindungan Anak,
maka pertumbuhan dan
perkembangan anak patut untuk
dijaga dan diperhatikan sebagai
bagian dari mewujudkan apa yang
menjadi hak anak. . Oleh karenanya
permasalahan dan usaha perlindugan
anak tampaknya tidak akan pernah
berhenti dibicarakan.

4. Masalah Disiplin  Pegawai

Negeri Sipil.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil
adalah bentuk normatif sebagai
bagian dari pernyataan kesanggupan
Pegawai Negeri Sipil untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan
yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan  dan/  atau
peraturan kedinasan yang apabila
tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi
hukuman disiplin.

Pelanggaran  disiplin  adalah
setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan
PNS yang tidak menaati kewajiban
dan/ atau melanggar larang ketentuan
disiplin PNS, baik yang dilakukan
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didalam maupun diluar jam Kkerja.
(PP Nomor: 53 Tahun 2010).

5. Guru

Guru adalah salah satu profesi
yang menuntut keteladanan dalam
bersikap dan bertindak dalam semua
aspek perilaku dalam kehidupannya,
sebagaiimana dinyatakan oleh Ki
Hajar Dewantara dengan ajarannya
Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing
Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri
Handayani.

Guru mempunyai tugas untuk
mendorong, = membimbing,  dan
memberi fasilitas belajar bagi siswa.
Guru mempunyai tanggung jawab
belajar dan perkembangan siswanya.

Menurut  Slameto(1988:99)
tugas guru berpusat pada :

(1). mendidik anak dengan titik berat
memberikan arah dan motivasi
pencapaian tujuan baik jangka
pendek maupun jangka panjang.

(2). memberi fasilitas pencapaian
tujuan  melalui  pengalaman
belajar yang memadai.

(3). membantu perkembangan
aspek — aspek pribadi seperti sikap,
nilai — nilai dan penyesuaian diri.
Demikianlah,dalam proses belajar —
mengajar guru tidak terbatas sebagai
penyuplai ilamu pengetahuan akan
tetapi  lebih dari itu



la  bertanggung  jawab  akan
keseluruhan perkembangan proses
belajar yang sedemikian rupa
sehingga dapat merangsang siswa
untuk belajar secara aktif dan
dinamis dalam memenuhi kebutuhan
dan menciptakan tujuan.

Cakupan persoalan-persoalan
di atas memberikan gambaran bahwa
masalah hukum meliputi semua
aspek kehidupan manusia sebagai
subjek hukum. Permasalahan hukum
terbentang baik dalam aspek pidana
maupun perdata. Melalui
pemahaman  mengenai  potensi-
potensi permasalahan hukum inilah
melalui penelitian ini akan dapat
dipetakan tipe-tipe permasalahan
hukum yang dihadapi guru.

B. Metode Penelitian

Desain  penelitian  yang
dikembangkan dalam penelitian ini
adalah penelitian dokumentasi yang
berusaha untuk menggambarkan
secara nyata fakta dari penelitian
yang dilakukan. Namun demikian
penelitian ini juga akan dilengkapi
dengan analisis kualitatif untuk
mendapatkan masukan atau
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rekomendasi yang diharapkan dapat
menyelesaikan masalah yang
ditemukan.

Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data
primer,yaitu adalah data yang
langsung diperoleh dari dokumen
yang menjadi bahan penelitian ini.
Dokumen dimaksud adalah dokumen
atas layanan konsultasi dan bantuan
hukum yang diberikan oleh LKBH
PGRI Provinis Jawa Tengah selama
kurun waktu 2007-2011.

Teknik pengumpulan data
akan dilakukan melalui penelusuran
data atau dokumen penelitian,
ditambah dengan wawancara dan
FGD dengan pengurus LKBH PGRI
Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak
yang memberikan layanan konsultasi
dan bantuan hukum bagi guru
anggota PGRI yang memiliki
permasalahan hukum. Analisis data
dalam penelitian ini menggunakan
analisis kualitatif melalui
serangkaian proses atau langkah :
pengumpulan data, seleksi data,
analisis data, proses penafsiran atas
data, penarikan kesimpulan hasil
penelitian.
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C. Hasil Penelitian dan

Pembahasan
Penelitian ini menggunakan
model penelitian studi dokumentasi.

Dalam penelitian ini di fokuskan

pada pemetaan jenis-jenis

permasalahn hukum yang di hadapi
oleh guru-guru anggota PGRI

Provinsi  Jawa  Tengah  dan

mendapatkan konsultasi dan atau

bantuan hukum pada Lembaga

Konsultasi dan Bantuan Hukum

(LKBH) PGRI  Provinsi Jawa

Tengah.  Kategori-kategori  yang

ditetapkan dalam penelitian  ini

adalah sebagai berikut :

1. Kategori pertama adalah
kategori yang
mendokumentasikan jumlah
kasus dan daerah asal guru
(klien) LKBH yang memiliki
masalah hukum dan
mendapatkan konsultasi dan atau
bnatuan hukum  dari LKBH
PGRI Provinsi Jawa Tengah.
Kategori ini penting dilacak
untuk mendapatkan data jumlah
kasus yang diadvokasi serta dari
daerah asal mana kasus hukum
yang dihadapi guru anggota
PGRI.

2. Kategori kedua adalah kategori
yang berusaha
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mendokumentasikan jenis-jenis
permasalahan  hukum  yang
dihadapi oleh guru anggota
PGRI Provinsi Jawa Tengah,
yang meliputi jenis
permasalahan hukum atau kasus
perdata, dan kasus pidana.

Kategori yang
mendokumentasikan jumlah
kasus dan daerah asal guru
(klien) LKBH yang memiliki
masalah hukum dan
mendapatkan konsultasi dan atau
bnatuan hukum  dari LKBH
PGRI Provinsi Jawa Tengah.
1.1.Studi dokumentasi dari data
LKBH PGRI Provinsi Jawa
Tengah memberikan
gambaran  data  bahwa
jumlah kasus yang dihadapi
oleh guru anggota PGRI
dalam kurun waktu 4 tahun
terakhir adalah sejumlah 56
kasus. Berkaitan dengan
daerah asal guru Klien
LKBH PGRI Provinsi Jawa
Tengah, diperolen data
bahwa dari 35
Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah 21 Kabupaten /Kota
(60%) menjadi asal dari
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Klien tersebut. Kedua puluh
satu kabupaten/ kota
tersebut diantaranay adalah
sebagai berikut :

a. Kabupaten  Banjarnegara,
sebanyak 1 orang;

b. Kabupaten Cilacap,
sebanyak 1 orang;

c. Kabupaten Demak,
sebanyak 5 orang;

d. Kabupaten Grobogan,

sebanyak 4 orang;

e. Kabupaten Jepara, sebanyak
2 orang;

f. Kabupaten  Karanganyar,
sebanyak 1 orang;

g. Kabupaten Kebumen,
sebanyak 5 orang;
h. Kabupaten Kendal,

sebanyak 2 orang;
i. Kota Salatiga, sebanyak 2

orang;

j.  Kota Semarang, sebanyak 9
orang;

k. Kota Surakarta, sebanyak 1
orang;

I. Kota Pekalongan, sebanyak
1 orang;

m. Kabupaten Pati, sebanayk 3
orang;

n. Kabupaten Pekalongan,

sebanyak 1 orang;
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0. Kabupaten Purworejo,
sebanyak 5 oarng;

p. Kabupaten Purbalingga,
sebanyak 1 orang;

g. Kabupaten Rembang,
sebanyak 2 orang;

r. Kabupaten Semarang,
sebanyak 4 orang;

s. Kabupaten Sragen,
sebanyak 2 orang;

t. Kabupaten Wonogiri,
sebanyak 2 orang;

u. Kabupaten Wonosobo,

sebanyak 2 orang.

2. Kategori kedua, adalah kategori

yang berusaha
mendokumentasikan jenis-jenis
permasalahan ~ hukum  yang
dihadapi oleh guru anggota
PGRI Provinsi Jawa Tengah,
yang meliputi jenis
permasalahan hukum atau kasus
perdata, dan kasus pidana.

2.1.Jenis Permasalahan hukum

perdata.
Permasalahan yang
terkategorikan dalam

permasalahan hukum perdata
yang berhasil ditelusuri dalam
studi dokumentasi ini antara
lain adalah bahwa dari 56
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kasus yang muncul sebanyak Adapun data mengenai jenis
17 (32,1 %) diantaranya permasalahan hukum perdata dan
merupakan kasus yang daerah kasus tersebut ditemukan
terkategori  dalam  hukum tersaji dalam tabel berikut :

perdata. Adapun dari 17 kasus

tersebut terbagi kedalam 6
permasalahan hukum sebagali S - -
berikut : 2 | cemowen

a. Pembagian harta bersama
gono-gini (2 kasus);
b. Pembagian Warisan (3

& | WONOGIAl

kasus); oA B
c. Perceraian (7 kasus); B
d. Hutang Piutang ( 1 kasus);
e. Kepegawaian (2 kasus);
f. Perdata Umum Lain - 2.2.Jenis  Permasalahan  Hukum

Pencemaran Nama Baik ( Pidana.

2 kasus). Permasalahan yang
terkategorikan dalam
permasalahan hukum pidana

o i yang berhasil ditelusuri dalam

9 studi dokumentasi ini antara lain

hm-m‘ - adalah bahwa dari 56 kasus yang
muncul sebanyak 39 (67,8 %)
diantaranya merupakan kasus
\mm_ﬂ yang terkategori dalam hukum
e 3 pidanaa. Adapun dari 39 kasus
o tersebut terbagi ke dalam 11
permasalahan hukum  sebagai
Tabel Jenis Permasalahan hukum perdata yang berikut :
dihadapi guru anggota PGRI Provinsi Jawa a. KDRT (1 kasus);

Tengah b. Pemerasan (2 kasus);

c. Asusila (1 kasus);
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d. NAPZA (1 kasus); SIS I I D
e. PerjUdian (1 kaSuS); no KAB/KOTA | masan w22 |Juoi|umum susn ;:, vuss l:
f. Pidana Umum ( 4 kasus) A [S— .
g. Penipuan ( 1 kasus); i 1 1 e
h. Penggelapan ( 3 kasus); . .
i. UUPA (7 kasus); i
j. Penganiayaan ( 10 kasus); .
k. Tindak Pidana Korupsi ( 7 I i— i - :
kasus). o I :1
Perneragan Asusila 23 | pamt 11 1
KDRT 1 kasus Jkirus  lkasus e
% Smm S am NAPZA ks 24 [ PeKaLoniaan T
™ 25 [ PURWOREND 1 P 1
udi 1 kaxuis 26 | PURBALINGGA 1
Tipdkor 7 kass -
18% 27 | REMBANG 1
//Mam Ut Lain 28 | SEMARANG 1 1
4 karus 2 1 1
105 21| anosoo ) .
nanmk:fnm Pel‘ipl.l;;llﬁgjs JU;‘::‘:‘::HE L 3;(57’3:) 3 1| 1© 7
26%
——_Pengpdapan 3
lasus
-
LILPPA T barus
18%
Tabel Jenis Permasalahan hukum pidana yang D. Analisis Data
dihadapi guru anggota PGRI Provinsi Jawa 1. Kategori data pertana ’
Tengah

mendokumentasikan jumlah
kasus dan daerah asal guru
(klien) LKBH yang memiliki
masalah hukum dan
mendapatkan konsultasi dan atau
bantuan hukum  dari LKBH
PGRI Provinsi Jawa Tengah.
Melihat  hasil data yang
diperoleh banyak gambaran atau
analisis yang dilakukan untuk
dapat lebih memahami

Adapun data mengenai jenis
permasalahan hukum pidana dan
daerah kasus tersebut ditemukan
tersaji dalam tabel berikut :
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1.2.

kompleksitas permasalahan
hukum yang dihadapi guru.
Studi dokumentasi dari data
LKBH PGRI Provinsi Jawa
Tengah memberikan gambaran
data bahwa selama kurun waktu
4 tahun terakhir ( 2007-2011)
menunjukkan terdapat jumlah
kasus yang dihadapi oleh guru
anggota PGRI sebanyak 56
kasus. Jika diambil sebagai
satuan untuk diambil nilai rata-
rata dalam 1 tahun maka
terdapat 14 kasus. Berkaitan
dengan daerah asal guru Klien
LKBH PGRI Provinsi Jawa
Tengah, diperoleh data bahwa
dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah 21 Kabupaten /Kota
(60%) menjadi asal dari Kklien
tersebut , dan sisanya sebanyak
14  Kabupaten/Kota lainnya
(40%) tidak memiliki
permasalahan ~ hukum  yang
ditangani oleh LKBH PGRI.
Berkaiatan dengan data ini maka
dapat juga dianalisis sebagai
berikut :

Peran LKBH PGRI Provinsi
Jawa Tengah sebagai lembaga
konsultasi dan bantuan hukum
bagi guru-guru anggota PGRI
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sudah sampai ke daerah-daerah
di Provinsi Jawa Tengah ( 60%).
Pada daerah-daerah
Kabupaten/Kota yang tidak
ditemukan guu anggota PGRI
yang bermasalah dengan hukum
dimungkinkan 2 alternatif
jawaban, yaitu bahwa memang
tidak ada anggota PGRI yang
memiliki permasalahan hukum,
atau sebetulnya terdapat guru
yang memiliki permasalahan
hukum namun tidak
mengggunakan LKBH sebagai
lembaga konsultasi dan bantuan
hukum karena beberap sebab,
mislanya jarak, waktu dan lain-
lain. Untuk analisis pada bagian
ini lebih menggunakan analisis
logis dan Dbersifat prediktif
karena tidak ada data pendukung
untuk memperkuat analisis yang
dilakukan.

Sebaran guru yang memiliki
permasalahan hukum
berdasarkan  jumlah  kasus
menunjukkan ~ bahwa  Kota
Semarang menjadi daerah yang
memiliki guru yang memiliki
permasalahan hukum terbanyak
yaitu 9 (16%) kasus. Lima besar
Kabupaten/Kota  lain  yang
memiliki jumlah kasus hukum
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tersebut  berikutnya  adalah
Demak 5 kasus (8,9%);
Kebumen 5 kasus (8,9%);
Purworejo 5 kasus (8,9%);
Kabupaten Semarang 5 kasus
(8,9%).

Kategori data kedua adalah
mengenai  jenis permasalahan
hukum yang dihadapi oleh guru
anggota PGRI di Jawa Tengah
yang memperoleh bantuan dan
konsultasi hukum dari LKBH
PGRI Provinis Jawa Tengah.
Kategori ini berusaha
mendokumentasikan jenis-jenis
permasalahan ~ hukum  yang
dihadapi oleh guru anggota
PGRI Provinsi Jawa Tengah,
yang meliputi jenis
permasalahan hukum atau kasus
perdata, dan kasus pidana.

Dari data yang diperoleh
dapat dianlisis beberapa hal
berkaitan dengan jenis
permasalahan  hukum  yang
dihadapi guru anggota PGRI di
Provinsi Jawa Tengah sebagai
berikut :

Permasalahan  hukum  yang
dihadapi meliputi permsalahan
hukum perdata dan pidana. Dari
permasalahan hukum perdata
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tercatat sejumlah 17 Kkasus
(32,14%) dan permasalahan
hukum pidana tercatat sejumlah
39 kasus (67,86%). Kasus
pidana lebih banyak menajdi
kasus yang dihadapi
dibandingkan  dengan  kasus
perdata.

. Permasalahan hukum perdata

yang dihadapi terkelompok
kedalam 6 kelompok, vyaitu
kasus pembagian harta bersama
gono-gini (2 kasus); Pembagian
Warisan (3 kasus); Perceraian (7
kasus); Hutang Piutang ( 1
kasus);Kepegawaian (2 kasus);
Perdata ~ Umum Lain -
Pencemaran Nama Baik ( 2
kasus). Dalam kasus perdata ini
permasalahan perceraian
memiliki jumlah paling banyak.
Lima dari tujuh  kasus atau
permasalahan hukum berupa
perceraian ditemukan di Kota
Semarang.

Permasalahan hukum pidana
yang dihadapi terkelompok ke
dalam 11 kelompok, yaitu kasus
KDRT (1 kasus);Pemerasan (2

kasus);Asusila (1
kasus);NAPZA ( 1
kasus);Perjudian (1

kasus);Pidana Umum ( 4 kasus);
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Penipuan ( 1 kasus);Penggelapan
( 3 kasus);UUPA ( 7
kasus);Penganiayaan ( 10
kasus);Tindak Pidana Korupsi (
7 kasus). Dalam kasus atau
permasalahan hukum pidana
yang dihadapi ini 3
permasalahan ~ hukum  yang
menonjol adalah pelanggaran
terhadap UUPA No 23 Tahun
2002 tentang  Perlindungan
Anak; tindak pidana korupsi
dan; tindak penganiayaan. Hal
ini memberikan sinyal berkaitan
dengan profesi guru Kkasus
pelanggaran terhadap UUPA
patut  diperhatikan karena
banyaknya jumlah kasus yang
ditemukan. Banyaknya kasus
pelengaran terhadap UUPA yang
bererti  pula  bersingungan
dengan permasalahan
perlindungan anak menimbulkan
interpretasi apakah memenag
kesadaran guru terhadap hak
anak kurang atau justru guru
yang tidak mengerti dan
memahami terdapat produk
hukum yang mengatur hak-hak
anak sehingga banyak terjadi
tindakan yang melanggar hak
anak tersebut.
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B. Kesimpulan dan Saran

Simpulan
Berdasarkan temuan dan analisis

data dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut :
1. Berkaitan dengan jumlah dan

daerah asal guru yang memiliki
permaslalahan ~ hukum  yang
mendapatkan  konsultasi  dan
bantuan hukum dari LKBH PGRI
Provinsi Jawa Tengah dapat
disimpulkan hal-hal berikut :

1.1. Selama kurun waktu
antara tahun 2007-2011 (4
tahun ) terdapat 56 kasus
hukum vyang melibatkan
guru-guru  anggota PGRI
Provinis Jawa Tengah.

1.2.Dari 35 Kabupaten/Kota yang
ada di Provinsi Jawa Tengah
sebanyak 21 (60%)
Kabupaten/Kota terdapat
guru-guru  yang memiliki
permasalahan hukum, dan 14
Kabupaten/Kota lainnya
(40%) tidak ditemukan guru-
guru yang memeiliki
permasalahan hukum.

1.3.Terdapat 5 besar Kabupaten
/Kota yang menyumbang
jumlah kasus hukum yang
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melibatkan guru-guru
anggota PGRI Provinsi Jawa
Tengah yaitu Kota Semarang
(9 kasus/ 16%), Kabupaten
Demak (5  kasus/8,9%),
Kabupaten  Kebumen (5
kasus/ 8,9%), Kabupaten
Purworejo ( 5 kasus / 8,9 %),
dan Kabupaten Semarang (5
kasus / 8,9% )..

2. Berkaitan dengan jenis

permasalahan  hukum  yang
dihadapai maka dapat ditarik
beberpa kesimpulan sebagai
berikut:

2.1. Jenis permasalahan hukum
yang dihadapi oleh guru —
guru anggota PGRI Provinis
Jawa  Tengah  meliputi
permaslaahan hukum
Perdata (17 kasus (32,14%)
dan permasalahan hukum
pidana tercatat sejumlah 39
kasus (67,86%).

2.2.Terdapat 6  kelompok
permasalahan perdata yang
dihadapi meliputi gono-gini
(2  kasus);  Pembagian
Warisan 3 kasus);
Perceraian (7 kasus);
Hutang Piutang ( 1
kasus);Kepegawaian (2
kasus); Perdata Umum Lain
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-Pencemaran Nama Baik ( 2
kasus)

2.3.Terdapat 11  kelompok
permasalahan pidana yang
dihadapi, meliputi KDRT (1

kasus);Pemerasan (2
kasus);Asusila (1
kasus);NAPZA ( 1
kasus);Perjudian (1

kasus);Pidana Umum ( 4
kasus); Penipuan ( 1
kasus);Penggelapan (3
kasus);UUPA ( 7
kasus);Penganiayaan ( 10
kasus); Tindak Pidana
Korupsi ( 7 kasus).

3. Kasus-kasus atau permasalahan
hukum vyang dihadapi guru
menunjukkan beberapa
kemungkinan analisis  lebih
lanjut bahwa upaya sosialisasi
dan penyadaran hukum harus
selalu menjadi prioritas
kebijakan organisasi sehingga
kemungkinan munculnya kasus-
kasus hukum yang melibatkan
guru-guru anggota PGRI
Provinsi Jawa Tengah dapat
semkain ditekan jumlahnya.

Saran
Saran yang dapat diberikan
dalam penelitian ini antara lain :

Tipologi Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Guru Anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah

304



1. Diperlukan kajian lanjutan untuk
dapat menelusuri lebih jauh
faktor-faktor yang mendorong
banyaknya kasus hukum yang
dihadapi oleh guru-guru anggota
PGRI Provinis Jawa Tengah
sehingga akan dapat menjadi
pijakan  dalam  penyusunan
program Kerja organisasi.

2. Kegiatan sosialisasi hukum
kepada anggota PGRI Provinsi
Jawa Tengah harus terus
dilakukan dan menjadi prioritas
penting organisasi selain upaya
lain untuk peningkatan
profesionalitas anggota dalam
menunjsng profesinya.
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